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ABSTRAK

Praktik poligami di masyarakat umum merupakan hal yang terbatas
dilakukan, namun komunitas pesantren justru berhasil melakukan poligami
dengan mudah tanpa banyak hambatan. Lebih dari itu, terdapat sebagian
masyarakat yang bangga apabila putrinya dinikahi oleh seseorang dari kalangan
pesantren sebagai istri kedua, ketiga, maupun keempat. Praktik poligami di
kalangan pesantren sering dilakukan secara siri atau tanpa pencatatan
administrasi negara sehingga merugikan banyak pihak, terutama anak-anak
yang lahir akibat perkawinan tersebut.

Penelitian ini terfokus pada pengalaman sepuluh anak dari perkawinan
poligami siri di kalangan pesantren di Jawa Timur. Data dikumpulkan melalui
studi lapangan dengan observasi dan wawancara langsung. Data hasil penelitian
dipaparkan secara deskriptif analitik dengan pendekatan fenomenologi yuridis
cum ‘urf. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teori kepastian hukum
gustav radburch dan 'urf.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tujuh dari sepuluh anak dari
perkawinan poligami siri di kalangan pesantren merasa hak-haknya belum
terpenuhi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama dalam aspek
psikologis. Anak lainnya merasa hak-hak mereka sudah terpenuhi, tetapi efek
psikologis yang dirasakan tidak jauh berbeda. Tiga nilai dasar keadilan hukum
yang dikemukakan Radburch belum sepenuhnya terakomodir akibat
kompleksitas perkawinan poligami siri, diskriminasi dan keadaan sosial. Hal ini
merupakan faktor utama yang mempengaruhi pemenuhan hak anak. Meskipun
Undang-Undang Perlindungan Anak menetapkan hak-hak dasar anak yang
harus dipenuhi oleh orang tua dan negara, namun dalam konteks ‘urf atau adat
istiadat lokal, keadaan yang dialami anak dari praktik poligami siri yang hak-
haknya terabaikan seringkali diterima dan dianggap wajar oleh masyarakat
pesantren. Akibatnya, kepentingan dan kesejahteraan anak yang seharusnya
menjadi hak mutlak setiap anak tanpa terkecuali tidak dapat terealisasi
sepenuhnya. Norma-norma adat tersebut kadang-kadang lebih dominan
daripada hukum positif dalam menentukan perlakuan terhadap anak-anak.

Kata Kunci: Hak-Hak Anak, Poligami Siri, Pesantren, Undang-Undang
Perlindungan Anak, ‘Urf."



ABSTRACT

Polygamy in general public is often limited, but pesantren communities
manage to conduct polygamy easily without significant obstacles. Furthermore,
some people feel proud if their daughters are married to someone from the
pesantren as a second, third, or fourth wife. Polygamy in pesantren is often
conducted secretly, without state administrative records, which harms many
parties, especially children born from such marriages.

This study focuses on the experiences of ten children from polygamous
siri marriages in pesantren in East Java. Data were collected through field
studies involving observation and direct interviews with the subjects. The data
are presented descriptively and analytically wusing a juridical
phenomenological approach cum ‘urf. Data analysis was conducted using the
theory of legal certainty and 'urf.

The results show that seven out of ten children from polygamous siri
marriages in pesantren feel that their rights are not fully met according to the
Child Protection Act, especially in the psychological aspects affected by the
discrimination they experience. Meanwhile, other children feel that their rights
are fulfilled, but the psychological effects they feel are not much different from
the other seven. Radburch's three basic values have not been fully
accommodated due to the complexity of unregistered polygamous marriages,
discrimination, and social conditions. These are primary factors affecting
children’s rights fulfillment. The Child Protection Act establishes basic rights
that must be fulfilled by parents and the state. However, in the context of 'urf or
local customs, the children experienced at polygamous siri practices are often
accepted and considered normal by the pesantren community. As a result, their
interests and welfare which should be the absolute right of every child without
exception cannot be realized. these customary norms sometimes dominate
positive law in determining the treatment of children.

Keywords: Children's Rights, Polygamous Siri, Pesantren, Child Protection
Act, 'Urf.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Indonesia adalah negara yang menganut asas monogami dalam praktik
perkawinannya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian,
dalam keadaan tertentu poligami diperbolehkan dan dibenarkan. Hal ini
merupakan sebuah pengecualian pada beberapa kasus dan harus dipenuhi
dengan syarat-syarat yang telah diatur oleh undang-undang.*

Poligami menurut Kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti sistem
perkawinan yang salah satu pihak mengawini dua orang atau lebih dalam satu
kurun waktu.> Sementara dalam sumber lain menjelaskan bahwa poligami
adalah suatu kejadian dimana seorang suami menikah dengan lebih dari satu
orang istri dan tidak boleh lebih dari empat orang istri.> Dasar hukum poligami
telah dijelaskan dalam Surat An-Nisa ayat 3 tentang kebolehan poligami

maksimal pada empat orang

L Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia,
(Jakarta: Kencana 2004), him. 41.

2 Umi Chulsum dan Windy Novia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Surabya:
Kashiko, 2006), him. 542.

3 Ariij binti Abdur Rahman As-Sanan, Adil terhadap Para Isteri (Etika Berpoligami),
(Jakarta Timur: Darus Sunnah Perss, 2006) him. 36.
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perempuan apabila memiliki dua dan tiga dirasa masih belum cukup.*
Sedangkan Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan
menganut asas perkawinan monogami, yang artinya suami hanya memiliki satu
istri dan istri juga hanya memiliki satu suami.® Ketentuan ini memiliki makna
bahwa perkawinan monogami lebih mendekati pada keadilan dan
keharmonisan.

Meskipun memiliki asas monogami, hukum di Indonesia tidak
sepenuhnya menutup pintu poligami. Perkawinan poligami tetap diperbolehkan
sebagaimana aturan dalam hukum Islam. kebolehan ini harus dipenuhi dengan
syarat dan ketentuan yang ketat, diantaranya apabila istri tidak dapat
memberikan keturunan.® Diatur pula bahwa dalam menjalankan poligami,
suami harus sudah mengantongi izin dari istri dengan disertai persetujuan dari
pengadilan agama.

Aturan kebolehan poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam,
salah satu syarat yang wajib terpenuhi adalah suami diharuskan dapat berlaku

adil, bukan hanya dari segi materi, namun juga dalam pemberian kasih sayang

4 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid 3, (Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, 2013),
him. 349.

5 Frand Edwar, Ahmad Mukhlisin, Habib Ismail, Habib Shulton Asnawi, “Poligami
Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum
Pidana (Studi Kasus di Trimurjo Lampung Tengah),” IJSH: Indonesian Journal of Social and
Humanities, Vol. 1:1, 2023, him.1-9.

® B. M. Kerti, A. Muslimin, Iwanuddin, Triyono, Yanti, “Problematika Pembagian
Harta Waris Perkawinan Poligami perspektif Hukum Islam,” Jurnal Tana Mana, Vol. 4:1, him.
101-111.



kepada semua anggota keluarga dan anak-anak dari hasil perkawinan poligami
yang dilakukan.” Syarat ketatnya poligami bukan hanya tertuang di dalam
Undang-undang, agama Islam pun memberikan syarat untuk melakukan
poligami yang cukup berat, diantaranya adalah suami hendaknya memiliki
harta yang cukup sebagai jaminan ketika memiliki istri lebih dari satu dan
kebutuhan nafkahnya dapat terpenuhi.® Selain itu, suami juga diharuskan
mampu memperlakukan istri-istrinya dengan cara yang ma’ruf, memenuhi
kebutuhan secara adil, baik hak dan kewajibannya sebagai suami.

Poligami merupakan fenomena yang sudah tidak asing lagi pada saat
ini. Apalagi ketika poligami dilakukan atas izin para pihak yang terlibat di
dalamnya.® Namun hal tersebut menjadi sebuah kontroversi apabila dilakukan
secara diam-diam, tertutup, rahasia, atau sembunyi-sembunyi tanpa adanya
publikasi.l® Praktik seperti ini merupakan pelanggaran moral dan melanggar
hak-hak pihak yang terlibat. Terutama hak istri dan apabila sudah mempunyai
anak maka terancam pula hak-hak yang menjadi kepentingan bagi anak

tersebut.

" Frand Edwar, Ahmad Mukhlisin, Habib Ismail, Habib Shulton Asnawi, “Poligami
Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum
Pidana (Studi Kasus di Trimurjo Lampung Tengah),” IJSH: Indonesian Journal of Social and
Humanities, Vol. 1:1, 2023, him.1-9.

8 A. Hermanto, H. Ismail, R. Rahmat, M. Arsyad, “Penerapan Batas Usia Pernikahan
Di Dunia Islam: Review Literature,” At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Vol. 9:2,
hlm. 23-33.

% Afrizal Akbar Fairuzaidan, Salsabila Fatin Maulida Rahma, “Dampak Poligami Siri
Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang,” INNOVATIVE: Journal
Of Social Science Research, Vol. 3:6, 2023, him. 5293-5301.

10 Sudirman S, Dedi S, dan Saputra H, “Poligami Sirri Dalam Tinjauan Maslahat,”
El-Ghiroh: Jurnal Studi Keislaman, Vol. 19:2, him. 127-139.



Padahal dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas
Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah
menjelaskan bahwa Negara menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya,
termasuk perlindungan hak anak yang merupakan hak asasi manusia, anak
berhak memperoleh kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan
berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial.}! Sedangkan
dalam penelitian yang dilakukan oleh Mudhofar Bahri menyebutkan bahwa
perkawinan poligami menimbulkan beban psikologis yang berat bagi anak-
anak, menimbulkan rasa minder dan cenderung sulit bergaul dengan lawan
jenis. Hal ini akan berdampak pula pada cara berpikir seorang anak, anak dapat
memiliki kondisi fisik yang lemah akibat dari tekanan psikologis tersebut.*2

Terdapat beberapa kasus yang menunjukkan bahwa poligami dapat
membawa dampak buruk bagi istri dan anak-anak yang terlibat. Terutama
apabila seorang laki-laki yang menikah tidak mampu memberikan perhatian
dan dukungan finansial yang cukup.®® Sehingga sangat penting untuk
memperhatikan hak-hak dan kebutuhan semua anggota keluarga dalam situasi
apapun. Oleh karena itu, guna memperkecil kemungkinan poligami yang

mengakibatkan dampak buruk bagi istri dan anak yang terlibat, dibuatlah

11 Marisa Elsa, “Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah
Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” JOM Fakultas Hukum, Vol. 5:1,
2018, him. 1-15.

2 Mudhofar Badri dkk dalam Ikhsanuddin dkk, Panduan Pengajaran Fikih
Perempuan di Pesantren, (Yorgyakarta: YKF, 2000).

13 Anita Rahman, Menuju Hukum dalam Perspektif Keadilan dan Kesetaraan,
(Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2006), him. 13.



Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Dasar Perkawinan pada Pasal 3, 4
dan 5, kecuali dengan cara yang tidak legal atau siri.

Namun, di antara sulitnya ruang untuk melakukan poligami, komunitas
pesantren justru berhasil melakukan praktik poligami dengan mudah tanpa ada
problem yang mengganggu.'* Lebih dari itu, terdapat sebagian masyarakat yang
justru merasa bangga apabila putrinya dinikahi seseorang dari kalangan
pesantren sebagai istri kedua, ketiga maupun keempat. Praktik ini seringkali
didasari dengan dalih teologis maupun agama, meskipun poligami lebih sering
dipraktikkan sebagai tuntutan biologis, yang sangat alamiyah.*®

Pesantren seringkali memiliki lingkungan yang tertutup dan sensitif.
Hal tersebut terlihat dari praktik poligami dengan keputusan sepihak yang
dilakukan oleh masyarakat pesantren dengan cara yang tidak legal menurut
KHI, sebab tidak ada izin dari istri pertama dan dengan dalih menghindari zina.
Hal ini tentu akan membawa dampak buruk dan merugikan berbagai pihak,
diantaranya adalah; efek psikologis yang timbul akibat istri pertama dan anak
yang merasa dibohongi, istri serta anak dari poligami siri memiliki
kemungkinan untuk tidak mendapat hak-haknya secara yuridis, termasuk
kesadaran tentang hak-hak anak mungkin tidak terpenuhi sejauh yang

diinginkan. Hal ini seringkali menimbulkan kurangnya pemahaman tentang

14 Roibin, “Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial
Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur),” EI-Qudwah, Vol. 1:10, 2017, him. 1-20.

15 Roibin, “Praktik Poligami di Kalangan Para Kiai (Studi Konstruksi Sosial
Poligami para Kiai Pesantren di Jawa Timur),” EI-Qudwah, Vol. 1:10, 2017, him. 1-20.



pentingnya melindungi hak-hak anak secara menyeluruh, terutama dalam
konteks poligami siri yang masih sering dilakukan oleh masyarakat pesantren.
Tidak sedikit perilaku poligami yang ada di masyarakat menggunakan
dalih teologis atau agama, meskipun pada dasarnya orientasinya murni karena
kebutuhan biologis tanpa memikirkan keturunan dari perkawinan siri yang
tidak mendapat hak-haknya secara penuh karena tidak tercatat secara resmi.
Lebih spesifik, penelitian ini akan membahas tentang implementasi hak-hak
anak dalam keluarga poligami siri di 3 pesantren di Jawa Timur yang ditinjau
dari Undang-Undang Perlindungan Anak.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami
siri di kalangan pesantren?
2. Bagaimana pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan
pesantren ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka
tujuan penelitian ini adalah:
a. Menjelaskan implementasi pemenuhan hak anak dalam keluarga
poligami siri di kalangan pesantren.
b. Menjelaskan pemenuhan hak anak dalam keluarga poligami siri di

kalangan pesantren ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak.



2. Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini memiliki beberapa kegunaan, antara lain:

a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat melengkapi
temuan dalam bidang hukum keluarga sebelumnya dan
memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang hukum keluarga.

b. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan
temuan yang berguna untuk menyumbang semesta wawasan para
akademisi, institusi dan masyarakat terhadap hak anak dalam
poligami siri.

c. Secara praktik, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah
kajian dan bahan pertimbangan dalam menemukan penelitian
lanjutan, khususnya dalam bidang hukum keluarga.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah bagian yang berisi karya ilmiah terdahulu yang
pernah ditulis dan diteliti dengan tema yang sama atau hampir mirip dengan
penelitian yang akan peneliti kaji. Penelitian tentang hak-hak anak dalam
keluarga poligami telah dilakukan oleh beberapa peneliti, dan peneliti akan
menyajikannya untuk menentukan posisi penelitian, menjelaskan perbedaan
dan sebagai perbandingan. Dalam hal ini peneliti membagi pembahasan
menjadi tiga kategori berdasarkan dari beberapa aspek. Pertama, aspek

gambaran umum terhadap perkawinan poligami. Kedua, aspek dampak



perkawinan poligami terhadap keluarga. Ketiga, aspek hak-hak anak dalam
perkawinan poligami.

Kategori pertama pada aspek gambaran umum terhadap perkawinan
poligami, penelitian Abd Raziq dan Faturrahman,’* Muhammad Jafar
Shiddig,'” Ahmad Fadoli Rohman,'® menjelaskan bahwa praktik poligami
sudah ada sejak sebelum Islam datang, dengan tanpa aturan dan batas sampai
Islam datang guna membenahi aturan poligami menjadi maksimal empat.
Dalam penelitian Miftahul Jannah,!® menegaskan bahwa Nabi mencontohkan
poligami dalam rangka memperlihatkan kepada bangsa Arab upaya
memperlakukan istri-istri dengan baik. Terlebih Nabi menikahi para janda yang
sudah tidak cantik dan tidak menatik, yang seakan memperlihatkan bahwa
tujuan poligami bukan semata-mata untuk pelampiasan hasrat seksual.

Sebagaimana dalam penelitian Abdul Edo Munawwar,? Putri Ananda Saka dan

16 Abd Raziq dan Faturrahman, “Pendekatan Sosiologi dan Antropologi Tentang
Poligami,” Jurnal Tana Mana, Vol. 1:2, 2022, him. 167-174.

17 Muhammad Jafar Shiddiq, “Sejarah Tradisi Budaya Poligami di Dunia Arab Pra
Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail),” Titian: Jurnal llmu Humaniora, Vol. 7:1, him.
1-10.

18 Ahmad Fadoli Rohman, “Praktek Poligami Syar’i Pada Pondok Daurah Taman
Surga Yogyakarta,” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

19 Mitahul Jannah, “Rekonstruksi Nilai-Nilai Pernikahan Poligami: Analisa
Sensitivitas Gender,” J-CEKI: Jurnal Cendikia llmiah, Vol. 1:3, 2022, him. 178-187.

2 Abdul Bdo Munawar, “Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat
Ketercapaian Tujuan,” Tahkim, Vol. 17.1, 2021, him.32-48.



Zidan Abdul Jabar Saka,?* Ach. Faisol,? yang menjelaskan bahwa kebolehan
poligami tergantung pada perspektif kita melihat. Meskipun banyak perdebatan
mengenai praktik poligami, tidak bisa dipungkiri bahwa poligami adalah hal
yang boleh dilakukan dalam syariat Islam, meskipun dengan syarat dan
ketentuan yang ketat. Berbeda dengan penelitian Almazs Nachrowi?® yang
meninjau dari hukum negara, bahwa Indonesia mengatur bahwa permohonan
izin poligami hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan. Bagi pelaku poligami
yang tidak melalui izin pengadilan, maka disebut dengan poligami siri.
Tindakan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran dalam administrasi negara.

Kategori kedua pada aspek dampak perkawinan poligami terhadap
keluarga, dalam penelitiannya, Afrizal Akbar Fairuzaidan dan Salsabila Fatin

Maulida Rahma,?* Frand Edwar, Ahmad Mukhlisin, Habib Ismail dan Habib

21 Putri Ananda Saka dan Zidan Abdul Jabar Saka, “Respon Perempuan Milenial
dalam Wacana Legalisasi Poligami di Aceh,” Poros Onim: Jurnal Sosial Keagamaan, Vol. 4:2,
2023, him. 82-94.

22 Ach. Faisol, “Poligami Dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi
Pro-Kontra Poligami-Monogami),” Jurnal llmiah Ahwal Syakhsiyyah (JAS), Vol. 2:1, 2020,
him. 20-32.

23 Almazs Nachrowi, “Studi Komperatif Praktek Poligami Pegawai Negeri Sipil Di
Indonesia Dan Malaysia,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

24 Afrizal Akbar Fairuzaidan, Salsabila Fatin Maulida Rahma, “Dampak Poligami
Siri Tinjauan Hak Asasi Manusia Studi Kasus: Di Kabupaten Semarang,” INNOVATIVE:
Journal Of Social Science Research, Vol. 3:6, 2023, him. 5293-5301.
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Shulton Asnawi,?® Andika Dani,?® Nurul Hikmah dan Agung Ary Subagya,?’
Afwa Alvent Fadh,?® Dedik Rochmansyah? berpendapat sama, bahwa praktik
poligami seringkali di tenggarai oleh faktor ekonomi dan nafsu seksual. Rata-
rata pelaku poligami dalam penelitian mereka melaksanakan poligami siri yang
tidak mendapat persetujuan dari istri pertama. Hal ini tentu berdampak buruk
bagi perkawinan pertama, terutama pada hak asasi manusia pada istri dan anak.
Moh. Nailor Ridho dan Kudrat Abdillah,®® menyebutkan bahwa perkawinan
poligami menyebabkan dampak psikologis pada istri, seperti sakit hati, kecewa
dan penyesalan, sedangkan pada anak akan menimbulkan kurangnya kasih

sayang, dan rasa tidak percaya kepada orang tua, terutama ayah.

% Frand Edwar, Ahmad Mukhlisin, Habib Ismail, Habib Shulton Asnawi, “Poligami
Menyimpang Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum
Pidana (Studi Kasus di Trimurjo Lampung Tengah),” IJSH: Indonesian Journal of Social and
Humanities, Vol. 1:1, 2023, him.1-9.

% Andika Dani, “Analisis Dampak Poligami Siri Terhadap Keharmonisan Keluarga
Poligami Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Di Kampung Gunung Batin Udik
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung Tengah),” Skripsi, UIN Raden Intan
Lampung, 2023.

27 Nurul Hikmah dan Agung Ary Subagya, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan
Terkait Praktik Poligami Siri Dalam Perspektif Hukum Islam,” LENTERA: Journal Of Gender
and Childern Studies, Vol. 2:1, 2020, him. 36-54.

28 Afwa Alvent Fadh, “Analisis Problematika Pernikahan Poligami Siri Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Tambaharjo Kecamatan Pati Kabupaten
Pati),” Skripsi, IAIN Kudus, 2022.

2 Dedik Rochmansyah, “Dampak Psikologis Istri Akibat Poligami Secara Siri: Studi
di Desa Tapaan Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan,” Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang, 2012.

30 Moh. Nailor Ridho dan Kudrat Abdillah, “Implikasi Poligami Terhadap
Kerukunan Keluarga di Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep,” An-Nawazil: Jurnal Hukum
Dan Syariah Kontemporer, Vol. 5:1, 2023, him. 67-99.
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Kategori ketiga pada aspek hak-hak anak dalam perkawinan poligami,
dalam penelitian Sahrul Ramdani,®! Azwar Gunawan,® Ratna Kusuma
Wardani dan Idaul Hasanah,*® Marisa Elsa,3* mengemukakan bahwa hak-hak
anak dalam perkawinan poligami tidak serta merta terpenuhi, sebab
kebanyakan perkawinan poligami yang dilakukan adalah poligami siri yang
tidak tercatat dalam administrasi negara sehingga anak tidak mendapatkan hak
identitas diri dan status kewarganegaraan yang sah, serta hak untuk mendapat
bantuan hukum. Namun, dalam hak-hak pribadi seperti pendidikan, beribadah
sesuai keyakinan, pengasuhan, memperoleh pelayanan kesehatan, perlindungan
dari diskriminasi dan hak memperoleh kebebasan telah terpenuhi. Nurul
Aini,®menambahkan bahwa hak-hak anak dari perkawinan poligami tetap akan
terpenuhi meskipun melalui bentuk dan perwujudan yang berbeda.

Posisi penelitian ini berada pada kategori ketiga. Perbedaan penelitian
ini dengan penelitian lain yang terkait adalah peneliti secara spesifik mengenai
implementasi hak-hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan pesantren

ditinjau dari perspektif undang-undang perlindungan anak. Secara khusus

31 Sahrul Ramdani, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami di
Desa Cikeas Udik Bogor,” Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

32 Azwar Gunawan, “Perlindungan Hak Anak Pada Keluarga Poligami di Kalangan
ASN Pada Masyarakat Kabupaten Asahan (Studi Analisis Undang-Undang No. 35 Tahun 2914
Tentang Perlindungan Anak),” Tesis, UIN Sumatera Utara Medan, 2021.

3 Kusuma Wardani, R., & Hasanah, “Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga
Poligami,” Jurnal Perempuan Dan Anak, Vol. 1:1, 2022, him. 1-6.

34 Marisa Elsa, “Dampak Poligami Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Istri Yang Sah
Pada Perkawinan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam,” JOM Fakultas Hukum, Vol. 5:1,
2018, him. 1-15.

% Nurul Aini, “Perlindungan Hak Anak Dalam Perkawinan Poligami Di Indonesia,”
Jure: Jurnal Hukum dan Syari’ah, Vol. 9:2, 2017, him. 74-87.
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belum ada yang membahas hal ini, karena kebanyakan penelitian terkait adalah
tentang hak-hak istri dan anak dalam keluarga poligami. Dari pemaparan di
atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang dilakukan peneliti memiliki
perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Karena fokus penelitian peneliti
adalah implementasi hak-hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan
pesantren dengan perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak.

. Kerangka Teoretik

Penelitian tentang implementasi hak-hak anak dalam poligami siri di
kalangan pesantren dalam perspektif undang-undang perlindungan anak akan
ditelaah secara mendalam dan dianalisis menggunakan teori kepastian hukum
dan teori ‘urf.

Teori pertama yang digunakan adalah terori kepastian hukum oleh
Gustav Radbruch. Tiga nilai dasar tujuan hukum yang digunakan oleh
Radbruch terdiri dari:*® keadilan untuk keseimbangan, kemanfaatan untuk
kebahagiaan dan kepastian untuk ketepatan, asas ini meninjau dari sudut
yuridis.3” Adapun yang dimaksud dengan keadilan hukum, kemanfaatan

hukum, dan kepastian hukum adalah sebagai berikut:

3% Gustav Redbruch, Legal Philosophy, diterjemahkan So Woong Kim dan diberi
kata pengantar Barda Nawawi Arief, cet ke-3 him. 134.

37 Muhammad Erwin, Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum (Depok: PT
RajaGrafindo Persada, 2013). him. 123.
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1. Keadilan Hukum
Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau pihak
lain sesuai dengan haknya. Hak yang terdapat pada setiap orang adalah adanya
pengakuan dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya, sama
derajatnya, dan sama hak dan kewajibannya, tanpa adanya membeda-bedakan
suku, keturunan, dan agamanya.®
2. Kemanfaatan Hukum
Menurut Betham tujuan dari hukum adalah untuk mewujudkan the
greatest happiness of the greatest number (kebahagiaan yang terbesar, untuk
terbanyak orang), Menurut John Stuar Mill, keadilan bersumber pada naluri
manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri
sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari Kita, sehingga
hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi
kesejahteraan umat manusia.*
Kepastian Hukum
Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang jelas, tetap,
konsisten dan konsekuen, yang penegakannya tidak terpengaruh oleh keadaan

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah hanya sebatas tuntutan moral,

38 Muhammad Taufik, “Filsafat John Rawls Tentang Teori Keadilan,” Jurnal
Mukaddimah Vol. 19, no. No. 1 (2013), him. 43.

% H.R Otje Salman, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)
(Bandung: PT. Refika Aditama, 2010). him. 44.
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melainkan secara faktual mencirikan hukum. Hukum yang tidak pasti dan tidak
mau adil bukan hanya hukum yang buruk.*°

Gustav Radburch memberi suatu konsep bahwa hukum sebagai
perpaduan antara nilai-nilai yang harus diwujudkan dan menjadi kenyataan,
yang mana suatu nilai-nilai tersebut tidak boleh dilanggar.** Terkhusus perihal
nilai keadilan harus dijunjung tinggi dalam hukum. Sehingga penegakan
keadilan harus diwujudkan dalam bentuk suatu aturan yang nyata dan
perkembangan nilainya pun pasti akan menjadi inti dalam ajarannya gustav
radburch yaitu rule of law.*?

Teori hukum Gustav Radburch tidak diperbolehkan adanya suatu
pertentangan diantara ajarannya. Tidak boleh bertentangan antara keadilan,
kepastian dan kemanfaatan. Kepastian dengan kemanfaatan bukan saja harus
diletakkan dalam kerangka keadilan tetapi semuanya merupakan suatu satu
kesatuan. Sedangkan kepastian hukum bukan hanya sekedar kepastian hukum
secara legalitas saja, akan tetapi kepastian yang bernilai keadilan. Begitu juga
dengan kemanfaatan, kemanfaatan yang mempunya nilai berkeadilan dengan

menanamkan dan mengutamakan didalamnya nilai-nilai kemanusiaan.*?

40 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari llmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1999). him. 23.

41 Gustav Redbruch, Legal Philosophy, diterjemahkan So Woong Kim dan diberi
kata pengantar Barda Nawawi Arief, cet ke-3 him. 134.

42 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka
Pembangunan di Indonesia, (Yogyakarta, Ull Press, 1983), him. 35.

4 Yovita, Moralitas Hukum, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), him. 74,
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Teori ini akan bekerja pada sejauh mana aturan hukum yang ada
diterapkan dalam praktik sehari-hari, termasuk dalam kasus poligami siri di
pesantren. Hal ini mencakup pengamatan terhadap apakah aturan-aturan hukum
tersebut dihormati dan dan dijalankan dengan konsisten oleh semua pihak
terkait, termasuk ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perlindungan
anak, undang-undang perkawinan dan undang-undang keluarga yang mengatur
hak-hak anak. Selain itu, teori ini akan menilai sejauh mana praktik poligami
siri di pesantren sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, serta apakah hak-hak
anak terlindungi dengan memadai dalam konteks tersebut.

Teori kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori “urf. Para
ulama ushul fiqih membedakan antara adat dan ‘urf dalam menjelaskan peran
keduanya sebagai salah satu dasar dalam menentukan hukum syara’. Adat
diartikan sebagai: Kata ‘yang berasal dari kata arafa ya’rifu dan sering
diterjemahkan sebagai al-ma ruf'yang berarti sesuatu yang dikenal. Pengertian
“dikenal” ini lebih mendekati makna “diakui oleh orang lain.” Kata ‘urf juga
muncul dalam al-Qur’an dengan makna ma ruf, yang berarti kebajikan
(perbuatan baik), seperti dalam surah al-A’raf ayat 199 yang artinya: “Jadilah
pemaaf dan perintahkanlah ovang untuk mengerjakan yang ma’ruf, serta
berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”

Para ahli dalam bidang bahasa Arab ada yang menyamakan kedua kata
tersebut karena keduanya memiliki makna yang serupa, sehingga kata ‘urf

digunakan sebagai penegasan untuk kata adat. Namun, para ulama, khususnya
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ulama ushul figih, membedakan antara adat dan ‘urf saat membahas
kedudukannya sebagai salah satu dalil dalam menentukan hukum syara’. Adat
didefinisikan sebagai: Sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang tanpa ada
hubungan rasional.

Berdasarkan penjelasan di atas, Mustafa Ahmad al-Zarqga’ (guru besar
figih Islam di Universitas Amman, Yordania) juga menjelaskan bahwa ‘urf
merupakan bagian dari adat karena adat memiliki cakupan yang lebih luas
daripada ‘urf. Suatu al-urf harus berlaku bagi sebagian besar orang di suatu
daerah tertentu, bukan hanya untuk setiap individu atau kelompok, tetapi
berasal dari gagasan dan praktik yang umum.*

Berdasarkan hal tersebut, kata ‘urf dipahami bukan hanya dalam
konteks tindakan yang berulang-ulang, tetapi lebih kepada pengakuan dan
pengetahuan masyarakat terhadap keberadaannya. Dalam hal ini, tidak terdapat
perbedaan yang signifikan antara ‘urf dan adat karena keduanya memiliki
definisi yang sama, yaitu suatu tindakan atau kondisi yang telah berulang kali
dilakukan dan diakui oleh masyarakat. Dengan demikian, karena pengakuan
dan pengetahuan luas masyarakat terhadap suatu perbuatan, secara tidak
langsung perbuatan tersebut dilakukan berulang kali. Kesimpulannya, baik adat

maupun ‘urf memiliki makna yang sama, yakni suatu keadaan, ucapan,

4 Nasrun Haroen, Ushul Figih...hIm. 138
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perbuatan, atau aturan yang dikenal oleh masyarakat di suatu daerah tertentu
dan dijadikan tradisi untuk dipertahankan dan dilestarikan.*®

Secara umum, banyak ulama figh memahami ‘urf sebagai kebiasaan
yang diterima secara luas oleh masyarakat atau kelompok, yang berkembang
dari kreativitas atau inovasi dalam mempertahankan nilai-nilai budaya.
Pentingnya suatu kebiasaan tidak dipertanyakan dengan tegas selama hal itu
dilakukan secara bersama-sama. Dalam konteks ini, kebiasaan semacam ini
memenubhi kriteria “urf. Di sisi lain, adat dipahami oleh fuqohah sebagai tradisi
yang umumnya diwarisi dari generasi ke generasi, tanpa memandang apakah
dilakukan oleh individu tunggal atau kelompok.*®

Pendapat Syaikh Abdul Wahab Khallaf tentang “urf mengacu pada apa
yang diyakini dan diamalkan oleh orang-orang, baik berupa kata-kata,
perbuatan, maupun pengabaian. Konsep ini juga dapat dianggap sebagai adat.
Selanjutnya, beliau mengklarifikasi bahwa perdebatan mengenai kesamaan dan
perbedaan antara “urf dan adat sering kali merujuk pada pandangan para ahli
syariah bahwa secara substansial keduanya tidak memiliki perbedaan yang

signifikan, meskipun istilahnya berbeda.*” Dalam Hadits Nabi yang dinukil

% Faiz Zainuddin, “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat Dan'Urf Sebagai
Sumber Hukum Islam”, Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan,
Vol. 9:2 (2015), him. 379-396.

4 |Ifrosin, Figh Adat (Tradisi Masyarakat dalam Pandangan Figh, (Jawa Tengah:
Mukjizat, 2007), him. 6.

47 Dr. Wahbah Zuhaili, Ushul Figh Islami, (Beirut: Darul Fikr, Juz 1), him. 89.
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oleh Djazuli dalam bukunya yang diterangkan bahwa: “Apa yang dianggap
baik oleh orang-orang Islam, maka hal itu baik pula disisi Allah. "4

Seperti yang disampaikan Abdullah bin Ibnu Mas'ud di atas, baik dari
segi kata maupun makna, hal tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-
kebiasaan baik yang berlaku dalam masyarakat Muslim, sesuai dengan anjuran
umum syariat Islam, juga dianggap baik di sisi Allah. Sebaliknya, perilaku yang
tidak sesuai dengan kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat dapat
menyebabkan kesulitan dan kesempitan dalam kehidupan bermasyarakat.*®

Setiap kebiasaan manusia, baik itu dalam ucapan maupun perbuatan,
seharusnya relevan dengan norma-norma kehidupan manusia dan
kebutuhannya. Jika seseorang mengikuti kebiasaan yang sesuai dengan definisi
dan norma yang berlaku dalam masyarakat, hal tersebut dianggap baik dan
dapat membawa manfaat dalam kehidupan bersama. Berdasarkan berbagai
referensi hukum, dapat disimpulkan bahwa kebiasaan-kebiasaan yang dianggap
baik dan sesuai dengan ajaran umum agama Islam, akan dianggap baik di sisi
Allah. Sebaliknya, tindakan yang bertentangan dengan tradisi yang dianggap
baik oleh masyarakat dapat menimbulkan masalah dan merugikan dalam

kehidupan sehari-hari.*

48 A, Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2006), him. 82.

4 Muhammad Mufid, Usul Figh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer, (Jakarta:
Kencana, 2016), him. 152.

%0 Septian Dwi Wibowo, “Tradisi Upacara Siram Jamas Sebelum Akad Nikah Di
Desa Pring Amba Kecamatan Pagetan Kabupaten Banjarnegara Dalam Pandangann Hukum
Islam,” (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin, Purwokerto, 2021), him. 33.luhur
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Penggunaan ‘urf dapat dibagi menjadi dua aspek yang berbeda.®!
Pertama, ‘urfaam atau kebiasaan umum yang terjadi di berbagai wilayah dalam
suatu periode waktu. Kedua, ‘urf khusus atau kebiasaan yang terjadi di
masyarakat atau wilayah tertentu secara spesifik, bergantung pada iklim dan
keadaan sosial budaya setempat. Selain itu, “urf juga dapat dibedakan
berdasarkan jenis tindakannya menjadi ‘urf qouli, yang berkaitan dengan
penggunaan kata-kata atau ucapan yang tidak selalu memiliki arti literal, dan
‘urf fi ’li, yang melibatkan tindakan konkret.>2

Menurut Abdul Wahab Khallaf, ‘urf dibagi menjadi ‘urfshahih dan ‘urf
fasid.>® ‘Urf shahih merujuk pada kebiasaan yang baik dalam masyarakat yang
tidak bertentangan dengan ajaran agama, etika, dan nilai-nilai budaya yang
terhormat. Sementara itu, ‘urf fasid adalah kebiasaan yang salah yang dapat
mengubah sesuatu yang sebenarnya diharamkan oleh Allah SWT menjadi
dianggap halal, sehingga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Suatu ‘urf
bisa menjadi metode penetapan hukum Islam dan sekaligus menjadi sumber
hukum Islam apabila “urf tersebut secara umum dipraktikan oleh anggota
masyarakat dan dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau
dipraktikan sebagian kelompok tertentu. Selanjutnya ‘urf harus berupa suatu

kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu akan dijadikan

51 pr. Wahbah Zuhaili, Ushul Figh Islami, (Beirut: Darul Fikr, Juz I1), him. 89.
>2 |bid.,
53 Dr. Wahbah Zuhaili, Ushul Figh Islami..., him. 100.
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sebagai hukum. ‘Urf dipandang tidak sah jika bertentangan dengan ketentuan
yang eksplisit dari Al-Qur’an dan Hadits serta akal sehat. Dalam hal
perselisinan ‘urf hanya dipakai ketika tidak ada penolakan eksplisit sifatnya
untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.

Teori ‘urf Abdul Wahab Khallaf ini akan dipakai untuk melihat
seberapa jauh praktik-praktik yang umum di masyarakat atau dalam tradisi
keagamaan tertentu dalam membentuk pandangan masyarakat pesantren
mengenai bagaimana hak-hak anak harus diperlakukan dalam konteks poligami
siri.

F. Metode Penelitian
1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau field research> yang
mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan dan menggali permasalahan
yang diteliti. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.
Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan tata cara penelitian yang
menghasilkan data secara deskriptif tanpa melibatkan data statistik yang

meliputi kata-kata tertulis, lisan maupun perilaku manusia yang diamati.>

% David Hizkia Tobing dkk., Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif, (Bali:
Universitas Udayana, 2016), him. 14.

%5 Ajat Rukajat, Pendekatan Penelitian Kualitatif, (Sleman: CV Budi Utama, 2018),
him. 6.
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2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan kerangka fenomenologi yuridis cum ‘urf.
Pendekatan fenomenologi yuridis cum ‘urf adalah pendekatan penelitian yang
menggabungkan aspek hukum dengan fenomenologi dan konsep ‘urf dalam
studi islam.>® Temuan dari fenomena dalam kasus pemenuhan hak-hak anak
dalam poligami siri kemudian dianalisis dengan pendekatan yuridis.
Selanjutnya ‘urf  digunakan untuk menganalisis gambaran menyeluruh
mengenai pemenuhan hak-hak anak poligami siri di pesantren. Interpretasi ini
memperhitungkan bagaimana hukum formal, pengalaman subjektif dan adat
pesantren mempengaruhi hak-hak anak.

Dalam konteks hk-hak anak dalam perkawinan poligami siri di kalangan
pesantren, penggunaan kerangka fenomenologis cum ‘urf dapat memberikan
wawasan yang mendalam mengenai bagaimana hak-hak anak diakui, dilindungi
dan dipnuhi dalam situasi tersebut.>’

Sumber Data

Peneliti memperoleh informasi melalui prosedur pengumpulan data
yang mencakup sumber primer dan sekunder. Untuk memperoleh data dalam
penelitian ini, maka digunakan metode pengumpulan data baik yang

berhubungan dengan data perimer maupun sekunder. Sumber data primer

56 Eko Sugiarto, Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif Skripsi dan Tesis, (Yogyakarta: Suaka Media,
2015) him 13.
57 A. Schutz, The Phenomenology of the Sosial Word. Evanston, (IL: Northwestern University Press,

1967)
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penelitan ini akan diambil dari wawancara bebas dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan semi terstruktur. Peneliti akan mengajukan pertanyaan
kepada anak dari perkawinan poligami siri di kalangan pesantren. Informan
dalam penelitian ini berjumlah sepuluh informan yang dipilih menggunakan
teknik purposive sampling,®® dengan kriteria sebagai berikut:
a. Bergama Islam
b. Anak dari perkawinan poligami siri
c. Berasal dari kalangan atau keluarga pesantren
d. Berusia 16-18 tahun
Sedangkan data sekunder atau data pendukung dalam penelitian ini
adalah data pustaka yang didapat dari buku-buku terkait teori dan tema
penelitian, kajian-kajian jurnal baik umum maupun jurnal keislaman, dan
artikel-artikel yang berhubungan dengan hak-hak anak dalam perkawinan
poligami siri.
Teknik Pengumpulan Data
Untuk mengumpulkan data yang diperlukan, penulis menggunakan
metode wawancara. Wawancara merupakan proses untuk mendapatkan data
dan keterangan untuk tujuan penelitian dengan menggunakan sesi tanya jawab

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan sepuluh orang informan.>®

8 Purposive Sampling adalah metode pengambilan sample secara acak dimana
kelompok sample ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu.

%9 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya
lImiah, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), him. 138.
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Wawancara dalam penelitian ini akan dilakukan dengan memberi pertanyaan
kepada anak yang berusia 16-18 tahun dari perkawinan poligami siri yang
berada di kalangan keluarga pesantren.
5. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan metode
kualitatif yang nantinya akan menghasilkan data deskriptif analitis. Yaitu data
yang diungkapkan oleh informan secara tertulis atau lisan juga tingkah laku
yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara lengkap.®® Kemudian digunakan
metode induktif, yaitu menganalisis dari data-data yang bersifat khusus
kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.5! Data-data yang diperoleh
dari wawancara dan dokumentasi akan dianalisa kemudian ditarik kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, penelitian ini dibagi
menjadi lima bab yang saling berkaitan satu sama lain. Setiap bab merupakan
suatu pembahasan yang menyatu, saling berkesinambungan antara satu dengan
lainnya.

Bab satu, merupakan latar belakang masalah yang menjadi alasan
peneliti mengangkat dan membahas tema ini. Kemudian rumusan masalah serta

tujuan dan kegunaan penelitian dalam praktis dan teori. Pada bab ini juga

0 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press,
2020), him. 106.

1 Moloeng, Lexy J, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2018), him. 138.
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terdapat telaah pustaka sebagai perbandingan penelitian ini dengan penelitian
terdahulu. Kerangka teori sebagai landasan dalam menganalisis masalah,
metode penelitian guna cara sistematis dalam meneliti dan sistematika
penulisan sebagai gambaran kecil secara keseluruhan mengenai pembahasan
penelitian yang akan peneliti tulis.

Bab dua memaparkan konsep poligami mencakup pengertian, syarat
dan macam-macamnya dalam perspektif Islam dan undang-undang, dilanjutkan
dengan konsep hak anak dalam berbagai pendekatan disiplin ilmu menurut
pandangan beberapa ahli dan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Bab tiga adalah pemaparan tentang objek penelitian yaitu
mendeskripsikan praktik poligami siri yang terjadi di kalangan pesantren,
praktik perlindungan hak anak pada kalangan pesantren, serta tanggapan atau
pandangan tokoh dan masyarakat pesantren terhadap pelaksanaan hak anak.

Bab empat membahas mengenai analisis terhadap implementasi hak-
hak anak dalam perkawinan poligami siri di kalangan pesantren dengan
menggunakan teori kepastian hukum dan teori ‘urf.

Bab lima merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari
pemaparan yang telah diuraikan dalam bab-bab selanjutnya dan dalam bab ini
dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa problem yang diajukan dalam
penelitian ini bisa dijelaskan secara komprehensif dan diakhiri dengan saran

untuk dikembangkannya studi lebih lanjut



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh penjelasan yang telah penulis paparkan, dapat ditarik

kesimpulan bahwa:

1.

Implementasi pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami siri di
kalangan pesantren memiliki masalah yang kompleks. Di satu sisi,
pesantren sebagai institusi pendidikan memiliki peran penting dalam
membentuk karakter dan kesejahteraan anak-anak. Namun pada
praktiknya, anak-anak dari keluarga poligami siri dalam kalangan
pesantren justru mengalami kekurangan dalam pemenuhan hak-hak dasar
mereka, seperti hak identitas, pendidikan, kesehatan, dan yang paling
signifikan adalah hak perlindungan dari diskriminasi yang tidak
didapatkan oleh anak-anak dari poligami siri di kalangan pesantren. Dari
sepuluh narasumber, terdapat tiga narasumber yang hak-haknya paling
sedikit terpenuhi. Diantaranya adalah RM, DP dan ST, mereka tidak
mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar yang layak, pendidikan yang
berkualitas, mengalami kekerasan psikis, tidak bisa berpartisipasti dalam
mengemukakan pendapat, dan mengalami deskriminasi. Sedangkan tujuh
diantaranya tidak mendapat hak-hak dari segi partisipasi dalam keputusan

yang berkaitan dengan anak, dan tidak berhak menyampaikan pendapat,
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serta mengalami deskriminasi. Sebagaimana yang kita tahu, diskriminasi
adalah salah satu masalah terbesar yang dihadapi anak-anak dari
perkawinan siri. Mereka diabaikan atau diperlakukan berbeda di
lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat karena status hukum
mereka yang tidak jelas. Ini dapat berdampak serius pada perkembangan
psikologis dan emosional anak, serta rasa harga diri mereka. Padahal
dalam Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak sudah menyebutkan
secara jelas bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan
dari perlakuan diskriminatif, eksploitasi, penelantaran, kekerasan dan
penyalahgunaan. Diskriminasi yang dialami anak-anak dari poligami siri
tentu bertentangan dengan ketentuan ini, yang mengharuskan
perlindungan dan perlakuan yang adil bagi semua anak.

Pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga poligami siri di kalangan
pesantren ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan ‘urf
menunjukkan adanya gap antara teori hukum dan praktik sosial.
Perlakuan terhadap anak dalam keluarga poligami siri di pesantren yang
menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak dalam praktik poligami
siri di kalangan pesantren dapat dikategorikan sebagai ‘urf fasid karena
praktik ini tidak sesuai dengan amanat Undang-undang Perlindungan
Anak serta membawa banyak kerugian bagi anak-anak, termasuk

kurangnya pengakuan hukum, diskriminasi, dan akses yang terbatas
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terhadap hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Di sisi lain,
Islam menekankan pentingnya keadilan dan tanggung jawab dalam
pernikahan. Dalam konteks poligami, keadilan harus ditegakkan antara
semua istri dan anak-anak. Al-Quran dalam Surat An-Nisa’ ayat 3 yang
menyebutkan bahwa jika seseorang khawatir tidak bisa berlaku adil,
maka dianjurkan untuk menikah dengan satu istri saja. Poligami siri, yang
sering kali tidak memastikan keadilan dan perlindungan bagi semua
pihak, bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Praktik poligami siri tidak
diakui secara resmi oleh negara dan bertentangan dengan ketentuan
undang-undang yang melindungi hak-hak anak. Ini menciptakan

kesenjangan antara praktik sosial dan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Bagi orang tua dan keluarga terdekat, sangat penting untuk memberikan
dukungan emosional yang lebih intensif kepada anak-anak yang lahir dari
perkawinan poligami siri. Anak-anak dari keluarga poligami siri seringkali
merasa terdiskriminasi dan mengalami masalah emosional yang dapat
mengakibatkan rendahnya rasa percaya diri. Dukungan emosional yang
konsisten dan penuh kasih sayang dari keluarga terdekat dapat membantu
mengatasi perasaan keterasingan dan diskriminasi yang dirasakan oleh
anak-anak ini, serta membantu mereka berkembang menjadi individu yang

sehat secara emosional dan mental. Keluarga juga perlu memastikan bahwa



110

anak-anak mereka merasa diterima, dihargai, dan dicintai tanpa syarat,
sehingga mereka dapat membangun rasa percaya diri yang kuat.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian
longitudinal untuk mengamati perubahan dan dampak jangka panjang pada
anak-anak dari keluarga poligami siri. Penelitian semacam ini akan
memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana
dinamika keluarga poligami siri mempengaruhi perkembangan anak-anak
dalam jangka waktu yang panjang. Selain itu, studi perbandingan dengan
daerah lain atau dengan keluarga monogami di pesantren yang sama sangat
diperlukan untuk melihat perbedaan dampak dan perlindungan hak-hak
anak. Dengan membandingkan berbagai konteks dan kondisi, peneliti
dapat mengidentifikasi faktor-faktor spesifik yang berkontribusi terhadap
kesejahteraan anak-anak dan merumuskan rekomendasi yang lebih efektif

dan kontekstual bagi pembuat kebijakan dan praktisi di lapangan.
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